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MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perly menetapkan
pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelijaran 199972000,

e

Undang-undang Nomar 2 'Tahun 1989 tentang Sastermn Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talnn 1989 Nomor 6, Tambahon Lembaran Negara Repoblik Indoneata
Nomaor 3390),

Meraturan Pemerintah Nomo: 27 Talun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolalt (Lembaran Negara
Republik Indonesia Talun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republih Indonesia
Nomor 3411);

Peratwran Pemermtah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Peadidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3412) scebagaimana telah divbah dengan Peraturan Pemerintali Nomor 55 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lemibaran Negary
Republik Indonesia Nomor 3763);
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12,

13,

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 teniang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3413) sebagaimana telah diubah deagan Perawran Pemerinah Nomor 56 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3764),

Peraturan Pemerintalt Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3460);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Taw Kerja Departemen, sebagaimana telah diubali terakhir
dengan Keputusan Presiden Republil Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomar 234/M Tahun 2000 mengesai pembentukan
kabinet periode tahun 1999 - 2004;

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/0/1978 tentang Sustnan Organisasi
dun Tat Kerja Taman Kanak-kanak,

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0295/0/1978 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kenpa Sckolah Luar Biasa; |

Keputusan Menteni Pendidikan dan Kebudayoan Nomor  034/071997 tentang  Perubahun
Nomenklawr SMP metjadi SLTE serta Organoans dan {am Kena SLTT, sehagaimana telall
diubah dengan Kepatusian Menten Pesdidikan Nasiomal Nomar 183072000,

Keputusan Menterd Pendidikan dun Kebudayann Nomar — 035/0/1997 tentang  Perubaban
Nomenklutur SMA menjadi SMU serta Ot dan Tata Kerfo SMU, schagaimana telals
diubah dengan Kepotusan Menteri Pesdidian Nustonal Nomor 090/0/2000,

Keputesan Menteti Pendidikan dun Kebudavaan Nomor  03/0/1997 tentang  Perubalun
Nomenklar SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan Tata Kegjo SMK, sebagaimana telal
diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0917072000,

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nowor 0100072000 tentang Organisasi dan Tata Ketja
Departemen Peadidikan Nasonal.



Memperhatikan Persetujuan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dengan  surat Nomor

82/M.PAN/1172000 Tanggal 6 Nonember 2000,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG

(1)

(2)
(3)

(n

(2)

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 199972000

Pasal |

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP),

Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Swasta.

Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ercantum dalnm Lampiran | Keputusan
mni.
Pasal 2

Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan ocganisast Jdan tata kerga TK, SLB, SLTP, SMU, dian SMK Negen
sebagaimana dimaksod dalam Pasal 1, masing-masing berlabu keteotuan Jdalun Keputusan Meaten Pendidikan dan
Kebudayaan -

Nomor 0296/0/1978,

Nomor 0295/071978,

Nomaor 034/0/1997;

Nomor 035/0/1997,

Nomor 036/0/1997.

PP

Bogan organisasi sckolah sebagaimana dimaksud dalam ayar (1) tercantum datam Lampiran 11 Kepusan .



Pasal 3

ZQE&:E&-R»EQ.&:uvon?:gn:?:&;.rﬁazua:g_&?a.::..::.:rEn_uwgﬁnaspsag_ﬁg?:
penegerian sekolah ngau?uw_auﬁﬁ dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

wyzaeaex?aggxggiai_aﬁ.zm.asim132&.&33:5:?.5._auapanmaaasaumu_anﬂ.nagaa
dalam kolom 7 Lampiran | Keputusan .:ﬁ

) Pasal §
Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
I, Taman Kanak-kanak (TK) Negen 235 buah;
2. Sckolah Luar Biasa | (SLB) Negeri 38 buah,
3 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri  10.743 buah;
4 Sekolah Menengali Umum (SMU) Negeni  2.907 buah;
5. Sckolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 794 buah,
yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia,

Pasal 6

Keputusan s mulan berkaku pada tnggal ditetapkan.
Ditetapkan i Lakarty
pada taingpal 17 Nopember 2000
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
td,

YAHYA A MUIEAININ

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...
\ﬁl
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Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

Menter| Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,

Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Dacrah,

Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jemideral  dan Kepaly Badan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan dan Kebudayann dalam lingkungan Departemen PMeadidilan Nasional,

Sekretaris Dircktorat Jenderal, Sekretarls Inspekrorat Jenderal, duy Sekeetaris Badan Penelitian dan Pengembangay
Pendidikan dan Kebudaynan dalam lingkungan Departemen Pondidikan Nasional,

Semun Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat dan Diveltur Utama T, (Persero) Balai Poustaka dalam fingkungan
Departemen Mendidikan Nasional,

Kepala Badan Kepegiwaian Negarn, .

Semun Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di I'roping,

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,

Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,

Ketua Badan Pemeriksy Keuangan,

Diccktur Perbendabiaraan dan Belanja Negara,

Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara sctempat,

Komisi VI DPR-RI,

Sckolah yang bersangloutan untuk dipergunakan sehagiming miesting .

Salinan sesuai thengan aslinya,
Bico Hubkum dan Hubungan Masyarakat

itss . Departemen Peadidikan Nasional,
30

“«Repala Bagian Penyusunan Rancangan
oratiran Ferundang-undangan,

h, S.11,

3479478
—

N
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SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 217/0/2000 TANGGAL 17 NOPEMBER 2000

A. BAGAN ORGANISAS)
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o PACARGIGANEN piasa

KEFALA

URUSAN
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C. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT 'ERTAMA

KEPALA
WAKIL KEPALA

URUSAN
TATA USAMA

KELOMPOK -
JABATAN
FUNGS IONAL

R



D. BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM

KEPALA
WARTL KEPALA

UIRUSAN
TATA USAHA

KELOMPOK |
JABATAN —
FUNGSTONAL
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KEPALA

WARIL KEPALA

wz?,: KEIURUAN

SUBBAGIAN
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INSTALAST

(2
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(3)

TATA USAHA

FUNGSTONAL

Salinan sesual dengan aslings.
Bire Hukum dan Hubungan Masyarakat
Depattemen Pendidikan Nasional,

cpala Bagian Penyusunar Rancangan
turan Perundang-undangan,

MENTERE PENDIDIKAN NASIONAL,
ttd.
YAIYA A MUHAIMIN



